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ABSTRAK 

Masyaraknt semakin tumbuh dengan pesat dan itu tidak terlepas dari kebutuhan 
ekonomi, banyak masyarakat yang tersangkul dalam kegiatan ekonomi seperti jual 
beli, bisnis, sewa-menyewa, pemberian kredit dan lain-lain, itu semua terjadi karcna 
adanya suatu perjanjian yang mengikatkan diri sehingga sering kita lihat lerjadinya 
Lindak pidana penipuan, yang dimana tindak pidana penipuan secara umum (bedrog) 
adalah tindak-tindak pidana yang di atur dalam bah XXV KUHP yang terentang 
antara Pa~al 378-395. Bahwa unsur-unsur peoipuan dalam dcngan jual beli tanah 
terdapat dalam Pasal 378 KUHJ>. Bagi siapa saja yang melakukan jual ooli dengan 
adanya tipu rnuslihat maka akan di kenakan pidana sesuai dengan keteotuan dalam 
KUHP. Yang telah dibul1ikan didalam pcrsidangan sehingga Hakim lab yang dapat 
menjatuhkan bukuman baik berdasarkan Undang-Undaog maupun dengan keyakinan 
hakim itu sendiri. Seperti ysog dibahas didalam skripsi ini yaitu KOMPARASI 
PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DAN PUTUSAN LEPAS 
DARISEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENlPUAN 
(Studi Potusan Pengadilan Nomor : 188fPid.B/2011/PN.Bkn dan Putusan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Dewasa ini tindak pidana semakin marak terjadi, apakah yang menyebabkan 

itu? tindak pidana ada karna didorong berbagai aspek terutama dari aspek ekonomi 

yang selalu memicu adanya tindak pidana dimana kita yang dihadapkan dengan 

kebutuhan hidup yang harus terpenuhi. 

Seiiring dengan kemajuan zaman banyak sekali perilaku manusia dalam 

bermasyarakat telah mengabaikan norma-norma yang berlaku, akibatnya terjadinya 

kekacauan dan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia, 

Penyelewengan-penyelewengan seperti inilah biasanya dicap sebagai suatu 

pelanggaran bahkan sebagai suatu tindak kejahatan dan motif-motif kejahatan itu ada 

kalanya berupa penipuan. 

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 

(machtstaat)
1
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1
Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 13, Pasal 1 ayat (3) Undang 

Undang Dasar 1945 

 



 
 

 
 

Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan 

persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana 

mereka memandangnya. Menurut Achmad Ali, hukum adalah:  

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang 

menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga 

negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari 

masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh 

otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan 

oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. 

Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas 

tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”
2
 

 

Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu 

hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah 

sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung 

larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau 

kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau 

keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak 

negara untuk  melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.
3
 

Jhon Chipman Gray mengemukakan bahwa banyak defenisi hukum yang 

dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, namun beberapa 

diantaranya tidak bermakna dan pada sebagian defenisi lain kebenarannya terdistorsi 

menjadi kabut retorika belaka. Namun demikian, menurut Gray, ada 3 (tiga) teori 

yang mengacu pada para pemikir yang akurat dan mempunyai potensi besar untuk 

                                                             
2
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 11. 

3
Amir Ilyas,  Asas-Asas Hukum Pidana, Makasar, Rangkang  Education dan Pukap, 2012, 

hlm. 3. 



 
 

 
 

dapat diterima kebenarannya. Ketiga teori dimaksud menolak anggapan bahwa 

pengadilan adalah “the author” dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru 

bicara yang mengespresikan hukum.  

a) Teori pertama adalah teori yang memandang hukum sebagai perintah-perintah 

dari pemegang kedaulatan, 

b) teori defenisi hukum yang kedua adalah teori yang memandang sifat hukum 

sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan dan merupakan suatu kebenaran 

yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah ada sebelumnya, 

c) teori pendefenisian hukum ketiga adalah teori yang menganggap hukum 

hanyalah apa yang diputuskan oleh hakim.
4
 

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut hukum 

pidana materil yang sumber utamanya adalah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 

(yang selanjutnya disebut KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi 

mengenai aspek ketiga disebut hukum pidana formil yang sumber pokoknya adalah 

Undang Undang No. 8 Tahun1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP). 

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. 

Hal ini disebabkan karena tindak penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya 

dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui 

                                                             
4
 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence), Jakarta, Kencana, 2009,  hlm. 309-400. 



 
 

 
 

serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming 

dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan 

(magis) maupun pada harta kekayaan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat terkhusus aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan 

peraturan perundang-undangan menyebabkan seringnya terjadi kekeliruan dalam 

menafsirkan tindak pidana penipuan tersebut.  

Bukti menunjukkan bahwa masyarakat atau aparat penegak hukum yang 

menjalankan tugas apabila terjadi mengenai utang piutang menganggap bahwa hal 

tersebut adalah sebuah penipuan, padahal jika hal tersebut dikaji lebih dalam ternyata 

berkaitan dengan hukum perdata tentang ingkar janji dalam perjanjian yang lebih 

dikenal dengan istilah Wanprestasi. 

Perkataan Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, Menurut kamus 

Hukum, wanprestasi berarti Kelalaian, Kealpaan, Cidera Janji, Tidak Menepati 

Kewajibannya dalam Perjanjian
5
 , Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu 

keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat 

memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam 

keadaan memaksa , adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak 

memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam 

perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur
6
, Marhainis 

                                                             
5
Sudarsono, Kamus HukumCetakan Kelima, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 578. 

6
Nindyo Pramono, Hukum Komersil Cetakan Pertama, Jakarta, Pusat Penerbitan UT, 2003, 

hlm. 2. 



 
 

 
 

Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang 

seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya.
7
 

Penipuan dan Perjanjian adalah dua contoh perbuatan hukum yang diatur 

dalam dua jenis hukum yang berbeda, pada dasarnya kasus wanprestasi hanya dapat 

diselesaikan melalui peradilan perdata.
8
 

Oleh karena itu seiring dengan hal tersebut, aparat penegak hukum harus teliti 

dalam menangani dan menentukan perbuatan tersebut tergolong dalam tindak pidana 

penipuan ataupun wanprestasi sehingga menghindari adanya kesalahan penafsiran 

dalam penegakan hukum.  

Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan 

adagium legendaris Von Feuerbachyang berbunyi nullum delictum nulla poena sine 

praevia lege poenali. Secara bebas, adagium tersebut dapat diartikan menjadi “tidak 

ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang 

mendahuluinya”. Secara umum, Von Feuerbach membagi adagium tersebut menjadi 

tiga bagian, yaitu: 

1) Tidak ada hukuman, kalau tak ada Undang-undang, 

2) Tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan 

3) Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-

undang. 
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Adagium tersebut merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak 

dapat berlaku surut (asas non-retroaktif) karena suatu delik hanya dapat dianggap 

sebagai kejahatan apabila telah ada aturan sebelumnya yang melarang delik untuk 

dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan. 

Penipuan adalah suatu bentuk obral janji, sifat umum dari obral janji itu adalah 

bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau 

uangnya, kejahatan penipuan itu termasuk “materieel delict” artinya kesempurnaan 

harus terjadi akibat.
9
 

Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap 

tingkat kesejahteraan masyarakat, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak 

memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya 

tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, 

sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 

cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku. 

Perbuatan penipuan itu slalu bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam 

masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut di 

pandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling 

tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan kehidupan masyarakat. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan 

bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi 

pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap 

pelangarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan 

diaturnya suatu perbuatan didalam Undang-Undang, namun dibutuhkan juga aparat 

hukum sebagai pelaksana atas ketentuan Undang-Undang serta lembaga yang 

berwenang untuk menangani suatu tindak pidana seperti kepolisian, kejaksaan, dan 

pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering 

terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHPidana.
10

 

Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana penipuan sebagaimana yang 

hendak penulis analisis 

a. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang mengenai tindak pidana 

penipuan yang dilakukan oleh Nurhayati Boru Siregar, yang didalam 

kasus tersebut bahwa Nurhayati dan saksi korban Sahwin.s terikat 

mengenai jual beli sebidang tanah kebun yang hendak dijual oleh 

Nurhayati berkisaran antara Sembilan puluh lima juta, lalu oleh 

Sahwin menawar dengan harga Sembilan puluh juta, antara Nurhayati 

dan Sahwin membuat kesepakatan pokoknya harus ada uang tanda 

jadi dua puluh juta, kemudian Sahwin ada uang sebelas juta, dan 

untuk melengkapi uang dua puluh jutanya besok pagi. Dengan 
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berbagai proses yang telah dilalui akhirnya Saksi Korban Sahwin 

melaporkan Nurhayati dengan tuduhan tindak pidana penipuan, yang 

akhirnya di adili oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Amar 

Putusan menyatakan terdakwa Nurhayati terbukti telah melakukan 

perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan 

dalam dakwaan kesatu akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan 

suatu tindak pidana ( onslag van recht vervolging ), Melepaskan 

Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana 

didakwakan dalam dakwaan kesatu, dan begitu juga dengan dakwaan 

yang ke-dua, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, 

kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti 

semula ( Putusan Pengadilan Nomor : 188/Pid.B/2011/Pn.Bkn )
11

 

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai tindak pidana 

penipuan yang dilakukan oleh Daniel Widjaja sebagai Direktur Utama 

PT. Diebies Energindo yang menawarkan kepada Saksi Suryanto 

untuk bisnis (usaha) jual beli Logam Mulia (LM) berupa emas 

batangan yang dikelola oleh terdakwa Daniel Widjaja, awalnya 

Suryanto tidak memahami tentang bisnis emas batangan sehingga 

saksi suryanto tidak tertarik dengan penawaran dari Daniel, akan 

tetapi lama kelamaan terjadilah jalinan bisnis tersebut sehingga pihak 

Suryanto membuat laporan penipuan mengenai bisnisnya itu, yang 
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akhirnya diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Amar 

Putusan menyatakan terdakwa Daniel Widjaja telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, oleh 

karena itu Hakim menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 ( dua ) tahun 

( Putusan Pengadilan Nomor : 1280/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel )
12

 

Dari ketentuan tersebut berlaku sudut pandang yang akan diteliti mengenai 

ketentuan tindak pidana penipuan termuat dalam Pasal 378 KUHP yang rumusannya 

sebagai berikut :  

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat 

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk 

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya 

memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian 

dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : KOMPARASI ANTARA 

PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DAN PUTUSAN LEPAS DARI 

SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN  ( Studi  

Putusan Pengadilan Nomor : 188/Pid.B/2011/Pn.Bkn dan Putusan Pengadilan Nomor 

: 1280/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel ) 
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B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang 

akan di jadikan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apa dasar perbedaan penjatuhan putusan pemidanaan dan putusan lepas dari 

segala tuntutan hukum tindak pidana penipuan pada putusan Nomor : 188 / 

Pid.B / 2011 / PN.Bkn dan Nomor : 1280 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Sel ? 

2. Bagaimana membuktikan unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkai 

kebohongan pada putusan Nomor : 188 / Pid.B / 2011 / PN.Bkn dan Nomor : 

1280 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Sel ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apa dasar perbedaan penjatuhan putusan pemidanaan dan 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum tindak pidana penipuan pada 

putusan Nomor : 188 / Pid.B / 2011 / PN.Bkn dan Nomor : 1280 / Pid.B / 

2013 / PN.Jkt. 

2.  Untuk mengetahui pembuktian membuktikan unsur dengan tipu muslihat, 

ataupun rangkai kebohongan pada putusan Nomor : 188 / Pid.B / 2011 / 

PN.Bkn dan Nomor : 1280 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Sel 

 



 
 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis 

maupun secara praktis, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

perkembangan ilmu penetahuan terutama dibidang hukum pidana serta 

untuk menambah wawasan dan ilmu penulis dibidang hukum pidana 

khususnya tentang analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan. 

b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberika masukan serta 

pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama 

ilmu hukum pidana dan ilmu hukum perdata serta ilmu tentang dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tehadap tindak pidana 

penipuan 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca 

pada umumnya termasuk masukan bagi para Hakim dalam menjatuhkan 

putusan, guna menciptakan satu sistem peradilan pidana yang adil dan 

seimbang yang muaranya dapat mencegah/ mengurangi terjadinya 



 
 

 
 

tindak pidana penipuan yang berbagai bentuk dapat dijumpai 

dimasyarakat 

b. Semoga dapat digunakan oleh pihak korban sebagai pihak yang 

dirugikan baik secara materil maupun imateril agar lebih hati-hati 

terhadap segala bentuk penipuan. 

c. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi pelaku agar tidak mengulagi 

kejadian serupa yang dapat merugikan masa depannya sendiri. 

E. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran 

atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap 

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.
13

 berdasarkan 

pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana. 

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menajatuhkan Pidana  

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh 

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurag-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidan 

benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukanna ( Pasal 183 

KUHAP). Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan 

pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. 
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a) Pertimbangan yuridis 

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-

faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah 

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan 

yang bersifat yuridis antara lain
14

 : 

1. Dakwaan jaksa penuntut umum 

2. Tuntutan pidana 

3. Keterangan saksi 

4. Keterangan terdakwa  

5. Barang-barang bukti  

6. pasal-pasal dan undang-undang tentang tindak pidana penipuan  

b) Pertimbangan non yuridis 

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang 

bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup 

sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan . 

pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis 

yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis. 

2. Teori Pidana dan Pemidanaan 

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan 

masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri 

yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial dari masa ke masa.  ilmu hukum 
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pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu 

teori absolut ( retributif), teori relatif ( deterrence/ ultilitarian), teori 

penggabungan (integratif), teori treatmen dan teori perlindungan sosial (social 

defence). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran 

yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana. 

a. Teori Absolut ( Teori Retributif)  

Adalah teori yang memandang bahwa pemidanaan merupakan 

pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, jadi berorientasi pada 

perbuatan dan terletak pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu 

sendiri. 

b. Teori Relatif ( Deterrence) 

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas 

kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat 

untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan dari teori ini muncul 

tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum 

yang ditujukan pada masyarakat. 

c. Teori gabungan ( Integratif)  

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib 

pertahanan tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi 

dasar dari penjatuhan pidana pada dasarnya teori gabungan adalah 

gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini 

mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan 

tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. 



 
 

 
 

3. Teori pebuktian 

Dalam hukum pembuktian dikenal istilah “noloire feilen nolorious (generally 

known)” yang berarti setiap hal yang “sudah umum diketahui” tidak lagi perlu 

dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian memegang 

peranana penting dalam proses pemeriksaan dipersidangan. Apabila hsil 

pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup 

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa 

dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tutntutan 

hukum karena apa yang didakwakan terbukti akan tetapi perbuatan tersebut 

bukan merupakan tindak pidana (onslag van alle rechtsvervoging), sebaliknya 

apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang 

disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakewa dinyatakan “bersalah”, 

kepadnya dijatuhkan pidana (Veroordeling)
15

 

a. Berdasarkan keyakinan hakim 

Dalam sistem ini, penentuan seseorang terdakwa bersalah atau tidak 

hanya didasari oleh penilaian hakim, dalam melakukan penilaian 

memliki subjektifitas yang absolut karena hanya keyakinan dan 

penilaian subjektif hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan 

terdakwa 
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b. Berdasarkan Undang-Undang secara positif (positief wettelijk 

bewijstheorie 

Sistem pembuktian ini merupakan kebalikan dari sistem pembuktian 

conviction in time. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak diperlukan, 

karena apabila terbukti suatu tindak pidana telah memenuhi ketentuan 

alat bukti yang disebutkan dalam Undang-Undang, seorang terdakwa 

akan kangsung mendapatkan vonis. Pada teori ini penekannanya 

terletak pada penghukuman harus berdasarkan hukum 

c. Berdasarkan Undang-Undang secara negatif (negatief wettelijk 

bewijstheorie 

Sistem pembuktian ini menggabungkan antara faktor hukum positif dan 

keyakinan hakim, artinya dalam memperoleh keyakinannya, hakim 

juga terikat terhadap penggunaan alat bukti yang ditentukan oleh 

Undang-Undang. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Menurut 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum 

normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder belaka
.16

penelitian hukum normatif yang meneliti 
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dan menelaah bahan pusaka, atau data sekunder. Bahan pustaka merpakan 

bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber skunder. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalm penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus (case 

approach) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan 

isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap.  

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum merupakan tempat diperolehnya bahan hukum. 

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari 

sumber bahan hukum sekunder, yakni diperoleh dari bahan kepsutakaan atau 

literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
17

 Bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah :  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu :  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undnag 

Hukum Pidana 
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3. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undag-Undang 

Hukum Acara Pidana 

4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Republik Indonesia. 

5. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 188 / Pid.B / 

2011 / PN.Bkn 

6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1280 / Pid.B / 

2013 / PN.Jkt.Sel 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, 

karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu 

media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.  Bahan 

hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi.
18

 

c. Bahan Hukum Tresier  

Bahan hukum tresier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum skunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus 

hukum.  
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Karena penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka teknik 

pengumpulan bahan hukum dilakukan melaui Studi Kepustakaan, yaitu 

dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa putusan-putusan 

pengadilan, statistik kejahatan berbagai peraturan perundangan, berbagai 

literatur pendukung, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi 

informasi.
19

 

5. Analisis Bahan Hukum 

 Bahan Hukum yang telah diperoleh, kemudian diolah berdasarkan 

asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan ang 

terkait. dari pengolahan tersebut kemudian dianalisis dengan metode 

interpretasi/penafsiran Hukum yaitu berupa Penafsiran Sistematis. Penafsiran 

Sistematis adalah penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas 

terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di 

dalamnya.
20

 Dari analisis yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan secara 

induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip khusus kemudian ditarik menjadi 

kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas 

dan duraikan secara sistematis.
21
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6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan 

kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah 

diketahui dan berakhir pda suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. 
22

 

hasil penelitian ini merupakan proposisi yang kemudian dihubungkan dengan 

permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna 

menjawab permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. 
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